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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.    Latar Belakang Penelitian 

Pelayan publik dalam perkembangannya mengalami sebuah kajian yang sangat komperhensif. Kebutuhan penyedian layanan juga semakin berkembang sehingga memerlukan telaah secara seksama dan berkesinambungan agar mudah dicapai apa yang kita sebut pemenuhan kebutuhan akan sebuah layanan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah kepada masyarakat, baik layanan yang sifatnya public good dan public regulator. Pelayanan publik pada hakekatnya adalah amanah yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, dimana definisi mengenai pelayan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administraftif yang disediakan oleh penyelenggaran pelayanan publik.( UU Nomor 25 Tahun 2009).
Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Sedangkan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara (1993), mengemukakan bahwa pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. (Monir, 2003 )
Pemerintah/pemerintahan sudah seharusnya menganut paradigma customer driven (berorientasi kepentingan masyarakat) dalam memberikan pelayanan kepada 
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masyarakat luas, mempersiapkan seluruh perangkat untuk memenuhi paradigma tersebut secara sistematik (sejak masukan proses-keluaran-hasil/dampaknya), sehingga terwujud pelayanan publik yang berkualitas. (Ibrahim, 2018).
Kecamatan Bulakamba yang ada di Kabupaten Brebes merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Jawa Tengah yang menerapkan pelayanan publik dalam pembuatan e-ktp dengan maksimal dengan pelayanan yang bermutu dan banyak pula yang berbasis online. Pelayanan dalam bentuk online dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang cepat. Pelayanan pembuatan E-KTP merupakan salah satu contoh bentuk pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah. 
Namun pada kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa masih ada masyarakat Kecamatan Bulakamba yang masih belum mengetahui mekanisme dan alur kerja serta sama serta sama sekali tidak mengetahui keberadaan program pelayanan elektronik ini. Selain itu kurangnya penyampaian informasi kepada masyarakat seringkali berjalan lambat atau bahkan tidak tersampaikan, sehingga dalam pelaksanaan pelayananpun masih kurang efektif. 
Banyaknya permasalahan yang ada di Kecamatan Bulakamba menjadifaktor penghambat dalam pembuatan E-KTP. Adapun permasalahan yang sering terjadi yaitu pertama, keterbatasannya Sarana dan Prasarana yang kurang memadai, contohnya seperti rusaknya atau sudah tua alat perekeman sehingga lebih susah dalam proses pembuatan E-KTP, kemudian kedua adalah permasalahan jaringan internet di daerah, jika ada kendala jaringan, pengiriman hasil perekaman E-KTP tidak sempurna sehingga tidak jadi, karena failer enrollment. Perekaman sidik jari pun gagal karena tidak  terkirim ke pusat. Kendala ketiga adalah keterbatasannya blanko yang sangat mahal yang dikirim dari pusat sehingga terkadang sering terjadi tidak adanya blanko, oleh karena itu banyak masyarakat yang belum mendapatkan E-KTP yang sudah jadi biasnya digantikan atau mendapatkan surat keterangan KTP sementara. 
Hal ini didukung dengan penelitian terdahulu oleh Teguh Segoro (2009). Hasil penelitian ini menunjukkan proses penerbitan E-KTP di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru secara kuantitas mulai meningkat namun secara kualitas belum memadai. Penelitian Iryan Sadi (2012) menyatakan bahwa untuk mengetahui sejauh mana analisis pelayanan dalam pembuatan E-KTP yang dilakukan oleh pemerintah apakah sudah berjalan dengan baik atau belum pelayanan tersebut. Penelitian Fitriyani (2014) menyatakan bahwa penelitian ini menunjukkan pelaksanaan program nasional dalam pembuatan E-KTP. Penelitian Fatkhurohman (2014) menyatakan bahwa kurang efektifnya pelayanan dalam pembuatan E-KTP sehingga banyak faktor penghambat yang terjadi. Penelitian Sarwinda (2018) menyatakan bahwa pelayanan secara kuantitas sudah efektif namun masih banyak kendala berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas menjadi lebih baik. 
Dalam proses penerbitan E-KTP sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung sebagai perwujudan pelayanan maksimal, dengan ketersediaan sarana dan prasarana maka seluruh proses pelayanan dalam pembuatan E-KTP dapat berjalan dengan baik dan maksimal. 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Analisis Pelayanan Dalam Pembuatan E-KTP di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes”.
1.2 [bookmark: _Toc130795678]     Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pelayanan dalam pembuatan E-KTP di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pelayananan dalam pembuatan E-KTP di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes?
3. Bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam analisis pelayanan dalam pembuatan E-KTP di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes?
1.3 [bookmark: _Toc130795679]Tujuan dan Kegunaan Penelitian
[bookmark: _Toc130795680]1.3.1   Tujuan Penelitian 
 Dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk memecahkan permasalahan yang sesuai dengan apa yang menjadi rumusan masalahnya, maka penulis dapat menentukan tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui Pelayanan dalam pembuatan E-KTP di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pelayananan dalam pembuatan E-KTP di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes 
3. Untuk Mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam analisis pelayanan dalam pembuatan E-KTP di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes 
[bookmark: _Toc130795681]1.3.2   Kegunaan Penelitian 
Setiap penelitian yang dilakukan harus mempunyai kegunaan baik secara teoritis maupun praktis agar penelitian yang kita lakukan dapat bermanfaat bukan saja untuk diri sendiri melainkan untuk orang lain yang membacanya maka dari itu, kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Kegunaaan teoritis 
Diharapkan penulis agar penelitian yang bisa dilakukan memperkaya literatur dan pengembangan ilmu yang ditekuni sehingga bisa bermanfaat dikemudian hari. 
2) Kegunaan praktis 
Yaitu kegunaan bagi institusi/lembaga yang menjadi lokasi penelitian serta bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.
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